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ABSTRACT 
Leadership plays a tremendous role, because it is a central figure who unites groups both inside and outside groups in 
leaders. In addition it is also a leader with expertise in influencing the followers with respect to the fulfillment of desire as 
well as the satisfaction of the followers. Now another leader should not be labeled as a good leader or not good, but the 
good aspects of our assessment focused on how one leader was memorable in certain situations. A participative leadership 
style played a role in which a leader is actively involved in group activities. 
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Pendahuluan 
Dalam kehidupan sehari-hari istilah pemimpin dan kepemimpinan selalu menjadi pusat 
perhatian, baik dikalangan Perguruan Tinggi, dan Pejabat Pemerintah. Bagi masyarakat umum kata 
kepemimpinan meyiratkan arti seseorang yang menjadi diktator karena dialah membuat semua 
keputusan dan melaksanakan pekerjaan kepemimpinan. Hal ini dikarenakan oleh sang pemimpin tidak 
dapat memanfaatkan potensinya sebagai seorang pemimpin sehingga dia disebut sebagai diktator.  
Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi 
negara. Sedang ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu-ilmu sosial, dan merupakan salah satu 
perkembangan dari filsafat. Kepemimpinan dimasukkan dalam kategori “ilmu terapan” dari ilmu-ilmu 
sosial, sebab prinsip-prinsip, definisi dan teori-teorinya diharapkan dapat bermanfaat bagi 
peningkatan taraf hidup manusia. Seperti ilmu-ilmu lain, kepemimpinan sebagai cabang ilmu, 
bertujuan untuk: memberikan pengertian yang luas, penafsiran dari tingkahlaku pemimpin, dan 
pendekatan dari permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin.  
Selanjutnya, ruang lingkup atau tema kepemimpinan pada intinya meliputi dua permasalahan 
pokok, yaitu: teori kepemimpinan dan teknik kepemimpinan. 
Teori kepemimpinan adalah: suatu penggeneralisasian dari suatu seri fakta perilaku 
pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinan, dengan menekankan latar belakang historis, sebab 
musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan untuk menjadi pemimpin, sifat-sifat yang diperlukan 
oleh seorang pemimpin, tugas-tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi yang perlu diperhatikan 
oleh pemimpin. 
Teknik kepemimpinan adalah: kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin dalam 
menerapkan teori-teori kepemimpinan dalam praktek kehidupan dan dalam organisasi tertentu, dan 
melingkupi: konsep-konsep pemikirannya, perilaku sehari-hari serta peralatan yang dipergunakannya. 
Pemimpin maupun kepemimpinan merupakan kebutuhan manusia secara kodrat, karena 
kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan yang melekat pada diri manusia, disatu sisi memerlukan 
pemimpin dan disisi lain pada saat tertentu dituntut untuk mampu memimpin.  Karena itulah para ahli 
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berpendapat bahwa masalah kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia. 
Menyadari pentingnya masalah kepemimpinan bagi kehidupan manusia,  Thoha (1983 : 5) 
berpendapat bahwa : “dunia atau umat manusia di dunia ini pada hakekatnya ditentukan oleh beberapa 
orang saja, yakni yang berstatus sebagai pemimpin”. Pendapat senada dikemukakan juga oleh 
Pamudji (1995 : 1) yang menyatakan bahwa : “sejarah suatu bangsa dan negara pada dasarnya 
berkisar pada sejarah pemimpinnya”. Lebih lanjut Pamudji menyatakan bahwa, “Kepemimpinan 
berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata 
kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang 
yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing”. 
Uraian Teoritis 
Kepemimpinan menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) adalah kegiatan atau seni 
mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut 
untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. 
Kepemimpinan menurut Young (dalam Kartono, 2003) lebih terarah dan terperinci dari definisi 
sebelumnya. Menurutnya kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan 
pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan 
penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. 
Moejiono (2002) memandang bahwa kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu 
arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan 
pengikutnya. Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang 
kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai 
sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002). 
Menurut  Tead (dalam Karjadi, 1981 : 4) mengemukakan bahwa :                “Kepemimpinan 
adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama guna mencapai tujuan 
tertentu yang bermanfaat atau perlu”. 
Adapun pengertian kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1985 : 25) 
adalah : “Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain 
dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam situasi tertentu”. 
Kemudian Davis (dalam Thoha, 1983 : 36) memberikan pengertian kepemimpinan dengan 
mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan 
rasa bersemangat demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan, kepemimpinan adalah faktor 
manusia yang mengikat satu kelompok secara bersama-sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan 
atau aktifitas dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan 
inti dari fungsi manajemen yaitu proses pengarahan sumber daya untuk mencapai tujuan G.R.Terry 
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(dalam Thoha, 1995 : 253) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kegiatan mempengaruhi orang agar 
mereka bertindak menjacapai tujuan. Namun lebih tegas lagi Pfiffner dan Presthus serta A. Gary Yukl 
(dalam Tjokroamidjojo, 1985 : 110) menyatakan bahwa : “kepemimpinan adalah pengkoordinasian 
dan pemotivasian individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan”. 
Sekalipun kepemimpinan tidak sama dengan manajemen, tetapi kedua hal tersebut tidak dapat 
dipisahkan. Perbedaan antara manajemen dengan kepemimpinan dikemukakan Pamudji (1995 : 7) 
sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan itu nuansanya mengakar kepada kemampuan individu, yaitu kemampuan 
dari seseorang pemimpin. Sedangkan manajemen mengarah kepada sistim mekanisme 
kerja. 
2. Kepemimpinan merupakan kualitas atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam 
situasi tertentu. Sedangkan manajemen merupakan fungsi status dan wewenang (authority) 
; jadi kepemimpinan menekankan kepada pengaruh pada pengikut (wibawa), sedangkan 
manajemen menekankan pada wewenang yang ada. 
3. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada pada dirinya 
(kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan sedangkan manajemen mempunyai 
kesempatan untuk mengarahkan dana dan daya (funds and forces) yang ada didalam 
organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 
4. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, walaupun akhirnya 
juga mengarah ketercapaian tujuan organisasi, sedangkan manajemen mengarah 
tercapainya tujuan secara langsung. 
5. Kepemimpinan lebih bersifat hubungan personil yang berpusat pada diri si pemimpin, 
pengikut dan situasi ; sedangkan manajemen bersifat impersonal dengan input logika, 
rasio, dana, analisis dan kuntitatif. 
 
Hal yang sama ditunjukan juga oleh Kotter (1990 : 6), yang mengatakan perbedaan antara 
kepemimpinan dan management sebagai berikut : 
Tugas manajemen yaitu : 
1. Perencanaan dan anggaran belanja ; Merumuskan langkah-langkah dan jadwal untuk 
mencapai hasil yang diinginkan dan kemudian mengalokasikan sumber daya yang 
diperlukan merealisasikannya. 
2. Pengorganisasian dan staffing ; Membentuk suatu struktur untuk memenuhi persyaratan 
rencana itu, mengisi struktur itu dengan staff/pegawai, mendelegasikan tanggung jawab 
dan wewenang untuk melaksanakan rencana itu, membuat kebijakan dan prosedur sebagai 
pedoman kerja bawahan, dan menciptakan metode atau sistim untuk memantau penerapan 
rencana itu. 
3. Pengendalian dan problem solving ; Memantau hasil kerja berdasarkan rencana, 
mengidentifikasikan penyelewengan yang terjadi dan kemudian merencanakan dan 
merumuskan organisasi untuk menyelesaikan masalah ini. 
4. Tujuan ; Menghasilkan predictability dan order, dan secara konsisten mencapai hasil yang 
diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dalam bisnis, konsumen 
menginginkan ketepatan waktu layanan. 
 
Tugas Kepemimpinan yaitu : 
 
1. Pengarahan ; Mengembangkan visi tentang masa depan, seringkali masa depan yang jauh, 
dan merumuskan strategi untuk merealisasikan visi tersebut. 
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2. Penggalangan dukungan ; Mengkomunikasikan arahan itu melalui kata-kata dan contoh 
tindakan kepada semua pihak yang dukungannya diperlukan dengan tujuan membentuk tim 
dan koalisi yang dapat memahami dan mendukung visi dan strategi itu. 
3. Menumbuhkan motivasi dan aspirasi ; Memberikan semangat kepada pengikut untuk 
mengatasi hambatan-hambatan politik, birokratik, dan sumber daya dengan cara memenuhi 
kebutuhan manusiawi yang dasar, tetapi seringkali tidak terpenuhi. 
4. Tujuan ; Menghasilkan perubahan, seringkali perubahan besar-besaran, yang punya potensi 
kegunaan yang luar biasa besar. Contohnya dalam perusahaan, pengembangan produk baru 
yang diinginkan konsumen atau pendekatan baru dalam hubungan perburuhan sehingga 
membuat perusahaan lebih mampu bersaing. 
 
Walaupun kedua hal tersebut berbeda (kepemimpinan dan manajemen), tetapi keduanya tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen berupaya mengarahkan segala sumber daya untuk 
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk lebih memahami dan 
memperjelas segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan, perlu lebih dahulu mengerti dan 
memahami akan arti batasan, istilah kepemimpinan. Apabila diamati secara spesifik, maka pada 
dasarnya kepemimpinan merupakan sauatu dan fungsi yang dapat ditinjau dari sudut pandang yang 
berbeda. Perbedaan sudut pandang ini, sekaligus akan menimbulkan definisi yang berbeda antara satu 
dengan yang lainnya. 
Kepemimpinan menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Pamudji, 1995 :  2),  mengemukakan 
bahwa : “kepemimpinan adalah proses dimana seseorang mempengaruhi kelompok ke arah 
pencapaian tujuan kelompok atau organisasi yang diinginkan”. 
Selanjutnya Terry (dalam Winardi, 1982 : 108), mengatakan bahwa kepemimpinan mencakup 
arti : 
1. Skill untuk memberi arah, menunjukan jalan. Seseorang pemimpin memiliki kemampuan 
untuk membina orang, untuk menunjukan alat-alat yang tepat guna mencapai hasil. 
2. Kemampuan untuk mencapai kerjasama dan loyalitas. Pemimpin berkemauan 
mengusahakan agar orang bekerja sama dan bekerja kearah tujuan yang sama. 
3. Kebutuhan untuk bekerja sama terus sampai tugas yang diberikan selesai. 
 
Disisi lain, kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan atau aktifitas dalam rangka 
mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut melalui kegiatan menggerakan orang-
orang yang dipimpin. Dalam kaitan ini Kartono (2001 : 33), berpendapat bahwa: 
Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya 
kekurangan dan kelebihan disuatu bidang tertentu, sehingga dia mampu mempengaruhi 
orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian satu 
atau beberapa tujuan”. 
 
Dengan demikian pemimpin dapat juga dikatakan seseorang yang karena kecakapan dan 
kelebihannya sehingga mampu mempengaruhi atau menggerakan orang lain untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu yang dikehendakinnya. 
Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok 
orang yang terorganisasi dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Setiap oraganisasi mempunyai 
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tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi memerlukan pemimpin 
yang mampu mengendalikan organisasi dan mampu mempengaruhi orang-orang yang ada dalam 
organisasi. Davis (dalam Hicks dan Gullet, 1987 : 492) menyatakan   bahwa : “tanpa pemimpin suatu 
organisasi hanya akan mencampur adukan antara manusia dengan peralatan”. 
Barbara Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, 
yaitu: 
1. Visualizing.  Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak 
dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal itu akan dapat dicapai. 
2. Futuristic Thinking. Pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di mana posisi bisnis pada saat 
ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. 
3. Showing Foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan masa 
depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi 
mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi dan faktor lain yang mungkin dapat 
mempengaruhi rencana. 
4. Proactive Planning. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi yang spesifik untuk 
mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan 
rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu 
5. Creative Thinking. Dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner berusaha mencari alternatif 
jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang dan masalah. Pemimpin visioner akan 
berkata “If it ain’t broke, BREAK IT!”. 
6. Taking Risks.  Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan menganggap kegagalan sebagai 
peluang bukan kemunduran. 
7. Process alignment. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran 
dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan 
setiap departemen pada seluruh organisasi. 
8. Coalition building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasara dirinya, 
dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Dia 
aktif mencari peluang untuk bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen 
dan  golongan tertentu. 
9. Continuous Learning. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur mengambil bagian dalam 
pelatihan dan berbagai jenis pengembanganlainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. 
Pemimpin visioner mampu menguji setiap interaksi, negatif atau positif, sehingga mampu 
mempelajari situasi. Pemimpin visioner mampu mengejar peluang untuk bekerjasama  dan 
mengambil bagian dalam proyek yang dapat memperluas pengetahuan, memberikan tantangan 
berpikir dan mengembangkan imajinasi. 
10. Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah suatu bagian yang 
penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Ketika ditemukan perubahan yang tidak 
diinginkan atau  tidak diantisipasi, pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki jalan yang dapat 
memberikan manfaat pada perubahan tersebut.  
Burt Nanus (1992),  mengungkapkan ada empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin 
visioner dalam melaksanakan  kepemimpinannya, yaitu: 
1. Peran penentu arah (direction setter). Peran ini merupakan peran di mana  seorang pemimpin 
menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi, guna diraih 
pada masa depan, dan melibatkan orang-orang dari “get-go.” Hal ini bagi para ahli dalam studi 
dan praktek kepemimpinan merupakan esensi dari kepemimpinan. Sebagai penentu arah, seorang 
pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan rekan, serta 
meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar, dan mendukung 
partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan.  
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2. Agen perubahan (agent of change). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari 
seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah pusat. 
Ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan politis terjadi secara terus-menerus, beberapa 
berlangsung secara dramatis dan yang lainnya berlangsung dengan perlahan. Tentu saja, 
kebutuhan pelanggan dan pilihan berubah sebagaimana halnya perubahan keinginan para 
stakeholders. Para pemimpin yang efektif harus secara konstan menyesuaikan terhadap 
perubahan ini dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial dan yang dapat dirubah. Hal ini 
menjamin bahwa pemimpin disediakan untuk seluruh situasi atau peristiwa-peristiwa yang dapat 
mengancam kesuksesan organisasi saat ini, dan yang paling penting masa depan. Akhirnya, 
fleksibilitas dan resiko yang dihitung pengambilan adalah juga penting lingkungan yang berubah.  
3. Juru bicara (spokesperson). Memperoleh “pesan” ke luar, dan juga berbicara, boleh dikatakan 
merupakan suatu bagian penting dari memimpikan masa depan suatu organisasi. Seorang 
pemimpin efektif adalah juga seseorang yang mengetahui dan menghargai segala bentuk 
komunikasi tersedia, guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu visi masa depan. 
Pemimpin, sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat 
semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi-secara internal dan secara 
eksternal. Visi yang disampaikan harus “bermanfaat, menarik, dan menumbulkan kegairahan 
tentang masa depan organisasi.”  
4. Pelatih (coach). Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini 
berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi 
yang dinyatakan. Seorang pemimpin mengoptimalkan kemampuan seluruh “pemain” untuk 
bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau usaha mereka, ke arah “pencapaian kemenangan,” 
atau menuju pencapaian suatu visi organisasi. Pemimpin, sebagai pelatih, menjaga pekerja untuk 
memusatkan pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan, dan membangun 
kepercayaan di antara pemain yang penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan. 
Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat dibantah bahwa pemimpin sebagai pelatih,  lebih tepat 
untuk ditunjuk  sebagai “player-coach.”  
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa, dalam kehidupan organisasi kepemimpinan 
memainkan peranan penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Begitu pula halnya dengan 
pemerintahan suatu Negara yang membutuhkan kepemimpinan pemerintahan dalam mencapai tujuan. 
Dalam kepemimpinan pemerintahan terkait dengan istilah memimpin dan memerintah yang artinya 
adalah bahwa dalam kepemimpinan pemerintahan terjadi hubungan antara pemerintah dengan 
masyarakat. 
Dengan tetap menghargai berbagai macam pendapat tersebut, maka dalam tulisan ini untuk 
seterusnya dipakai definisi kerja bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan 
mengarahkan atau memotivasi orang-orang ketujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. 
Bagaimana si pemimpin dapat menimbulkan motivasi/dorongan kepada bawahannya sesuai 
dengan apa yang dikehendaki untuk dicapai. Perilaku yang timbul dalam diri seseorang tentunya 
didorong oleh adanya kebutuhan, yakni dapat terpenuhinya apa yang dikehendaki. 
Jadi agar supaya bawahan/pengikut itu dapat digerakkan oleh si pemimpin, maka yang 
memimpin tentunya harus dapat memberikan kepuasan kepada bawahan/pengikut tersebut. Kepuasan 
itu dapat terwujud, apabila ada kebutuhan yang dirasakan bawahan/pengikut terpenuhi sesuai dengan 
kehendaknya. 
Dalam hubungan ini  Siagian (1987 : 128), berpendapat bahwa, “Motivasi (menggerakan) 
adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, 
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sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organanisasi dengan efisien dan 
ekonomis”. Selanjutnya  Duncan (1981 : 138), berpendapat bahwa : “motivasi adalah usaha yang 
dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi tingkah laku dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi”. 
Dalam motivasi, pemimpin harus mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan 
masyarakat, mengidentifikasikan kepentingan masyarakat, memberikan contoh-contoh dan memberi 
penghargaan. Dengan demikian motivasi itu prosesnya dapat berasal dari luar individu anggota 
masyarakat (external motivation) maupun dari dalam diri individu anggota masyarakat (internal 
motivation). Motivasi sebagai salah satu fungsi kepemimpinan merupakan fungsi lain yang cukup 
penting dalam upaya menggerakkan orang-orang kearah tujuan yang telah ditetapkan, tanpa motivasi 
akan sulit bagi orang-orang atau anggota organisasi menuju tercapainya tujuan. Motivasi  yang sering 
juga disebut “motivation” ini telah mewakili proses-proses psikologikal yang memnyebabkan 
timbulnya, pengarahan, persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang ditujukan ke arah pencapaian 
tujuan, Mitchell (dalam Winardi, 2002 : 24). 
Motivasi pada hakekatnya mempunyai cakupan beberapa kegiatan antara lain pemberian 
bimbingan, instruksi, nasehat, dan koreksi. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Sondang P. 
Siagian (1987 : 128)    bahwa :  
Dalam konsep motivasi mengandung tiga pengertian  : 1. Motivasi secara implisit mangandung 
arti bahwa pimpinan organisasi berada di tengah-tengan para bawahan, memberi bimbingan, 
instruksi, nasehat dan koreksi jika diperlukan; 2. secara implisit telah tercakup adanya usaha 
untuk mensinkronosasikan tujuan organisasi dan tujuan pribadi dari para anggota organisasi; 3. 
Secara eksplisit mencakup pengertian memberikan ransangan kepada bawahan. 
 
Pemberiaan bimbingan, instruksi, nasehat, dan koreksi oleh pemimpin kepada bawahannya 
merupakan salah satu wujud dari komunikasi vertikal. bimbingan, instruksi, nasehat, dan koreksi  
harus diberikan oleh pemimpin dalam rangka mengendalikan organisasi yang dipimpinnya. Bila 
dihubungkan dengan teknik kepemimpinan, kegiatan tersebut merupakan teknik yang digunakan 
pemimpin dalam menggerakkan bawahannnya.  Di belakang kegiatan tersebut terdapat kekuasaan 
(wewenang). Ketaatan bawahan pimpinan, bisa dikarenakan wewenang (kekuasaan) yang dimiliki dan 
kemampuan pemimpin untuk memaksakan perintah, ketaatan bawahan pada pemimpin dapat 
dikarenakan juga kharisma pemimpin. 
Aktivitas untuk memberi nasehat, bimbingan, dan koreksi merupakan salah satu unsur lain dari 
kegiatan motivasi.  Tujuannya adalah agar orang-orang atau bawahan itu mengerti apa yang harus 
dikerjakan serta timbul kemauan untuk mengerjakan sesuatu sesuai kehendak pemimpin.  
Kemampuan pemimpin di dalam memotivasi pengikutnya sangat dipengaruhi juga oleh koordinasi 
yang dilakukan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sehingga pengikutnya tergerak 
untuk berpartisipasi dalam pencapaian tujuan.  
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Dalam hubungannya dengan kepemimpinan partisipatif, maka seorang pemimpin  tidak saja 
mampu mewujudkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan 
mengkoordinasikan segala usaha dan kebijakannya di bidang pembangunan, agar potensi dari pihak-
pihak terkait dapat didayagunakan sehingga diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan 
pembangunan. 
Koordinasi juga diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai gerakan yang 
terorganisir. Dalam pandangan Siagian (1982 : 119), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari 
usaha bersama, untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. 
Salah satu variabel yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam mepengaruhi 
pengikutnya dalam menggerakan dan mengarahkan tidak terlepas keberanian mengambil keputusan 
yang tepat, praktis serta rasional dan memikul tanggung jawab atas akibat  dan resiko yang timbul 
sebagai konsekuensi daripada keputusan yang diambil. 
Dengan demikian pengambilan keputusan merupakan salah satu konsekuensi logis dari seorang 
pemimpin untuk dapat membedakan mana yang penting dan mana yang urgen, sebagimana yang 
dikatakan oleh Siagian (2003 : 102), bahwa : 
Titik tolak yang biasanya digunakan untuk menentukan kategorisasi kegiatan organisasional 
menjadi urgen dan penting ialah bahwa sesuatu yang urgen harus diselesaikan segera untuk 
mana kecepatan bertindak kriteria utama. … Sebaliknya, sesuatu yang yang dikatagorikan 
sebagai hal penting, mungkin mempunyai sifat seperti : a. Hal baru bagi organisasi ;    b. 
Memerlukan pendekatan khusus ; c. Tidak ditampung oleh struktur yang ada ; d. Tidak bersifat 
repetitive ; e. Tidak terdapat ketrampilan melaksanakannya dikalangan para bawahan. 
 
Dalam hubungan dengan ini perlu diperhatikan bahwa pimpinan itu mempunyai tanggung 
jawab rangkap pertama adalah sebagai wakil pemerintah dan kedua sebagai wakil masyarakat atau  
kelompok. Adalah suatu hal yang sangat ideal apabila seorang pimpinan dapat mengambil keputusan 
yang mendorong kearah penyatuan keinginan yang rangkap tersebut. Jika hal ini berhasil 
dilaksanakan bahwa peramalan tentang reaksi, sikap dan tindakan-tindakannya dalam menerima dan 
melaksanakan sesuatu keputusan akan menjadi lebih mudah. 
Jelaslah kiranya bahwa agar seseorang pemimpin dapat meramalkan reaksi, sikap dan tindak 
tanduk para bawahannya dalam rangka pelaksanaan dari pada sesuatu keputusan yang diambilnya, 
pemimpin perlu mengetahui bagaimana pandangan para bawahan itu terhadap diri mereka sendiri. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Sunindhia dan Widiyanti (1988 : 118), bahwa, “ Pandangan 
seseorang terhadap diri sendiri biasanya merupakan suatu sintesa daripada aspirasi pendidikan, 
pengalaman dan penilaian orang-orang sekelilingnya kepadanya. Seseorang mengambil keputusan 
selaku individu untuk melindungi atau memperbesar pandangannya terhadap dirinya sendiri (self-
image)”. Hal ini ditegaskan lagi dengan pendapat Siagian (1982 : 76), yang menyatakan bahwa : 
Jika tujuan suatu organisasi bertentangan dengan tujuan individu di dalam organisasi, 
kemungkinan besar kita akan menemukan disharmoni di dalam organisasi tersebut karena 
individu-individu pelaksana kegiatan di dalam organisasi akan cenderung untuk memeuaskan 
tujuan pribadinya terlebih dahulu dengan ... mengorbankan kepentingan dan tujuan organisasi. 
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Hal yang demikian harus dicegah. Pencegahan yang terbaik yang telah diketahui dewasa ini 
ialah dengan mensinkronkan tujuan dan kepentingan individu di dalam organisasi. 
 
Dalam hubungan dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus bertanggung jawab 
dan mempunyai kemampuan dalam mengkoordinasikan segala usaha dan kebijakannya di bidang 
pemabangunan, agar berbergai potensi dan keinginan masyarakat dapat didayagunakan sehingga 
diharapkan dapat membantu proses pendewasaan kelompok kerja dalam organisasi. Sebagaimana 
dinyatakan oleh  Siagian (1982 : 97) bahwa :  
Harus ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan-tujuan individu di dalam 
organisasi tersebut. Artinya bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang 
sangat terbatas, baik karena keterbatasan fisik, biologis maupun mental. Karena keterbatasan 
itu ia tidak mampu untuk memuaskan semua kebutuhannya dengan sifat efisien dan ekonomis 
… bahwa apabila tujuan organisasi terlah tercapai, hal itu sekaligus akan berarti tercapainya 
pula tujuan-tujuan pribadi dan individu-individu di dalam organisasi itu. 
 
Dengan dasar yang pertama, dapat diperoleh sebuah kotinum  perilaku kepemimpinan seperti 
gambar 1. 
Gambar 1. 
Kontinum Perilaku Kepemimpinan 
               Kepemimpinan                                                                                Kepemimpinan   
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Sumber :  Hersey dan Blanchard (dalam Thoha, 1995 : 300). 
 
Selanjutnya Hersey dan Blanchard (dalam Thoha, 1995 : 300)  menjelaskan bahwa Pada titik 
ekstrim kiri pemimpin menggunakan otoritasnya secara penuh, sehingga anggota atau bawahan 
hampir tidak memperoleh kebebasan untuk ikut menentukan kebijakan. Sebaliknya, pada titik ekstrim 
kanan pemimpin hampir tidak menggunakan otoritasnya dan mempersilahkan para anggota atau 








Sementara itu, Likert (dalam Thoha, 1995 : 310) merekam empat jenis gaya kepemimpinan 
yang didasarkan pada peluang anggota untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasi. 
1. Gaya eksploitatif–otoritatif, dalam hal ini pemimpin bersifat eksploitatif kepada anggota 
dengan cara menciptakan ketakutan dan juga ancaman hukuman kepada para anggota.  Dia 
melakukan komunikasi satu arah saja, dan tidak pernah meminta keterlibatan anggota 
dalam merumuskan kebijakan. 
2. Gaya otoritatif yang baik hati (benevolent authoritative), sekalipun membuka saluran 
komunikasi keatas, pemimpin dengan gaya ini mengabaikan gagasan anggota. Kecuali itu 
dia masih sering menciptakan ketakutan dan hukuman, sehingga bawahan tetap tidak 
merasa bebas. 
3. Gaya konsultatif, dengan gaya ini pemimpin membuka partisipasi bagi para anggota, tetapi 
dia sendirilah yang pada akhirnya membuat keputusan. 
4. Gaya partisipatif, dalam hal ini pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada para 
anggota dengan mempersilahkan anggota untuk menetapkan tujuan dan merencanakan 
kegiatan organisasi, sehingga para anggota tersebut merasa bebas. 
 
Lebih lanjut Likert (dalam Thoha, 1995 : 310) menilai bahwa gaya yang terakhir, yaitu 
partisipatif yang paling efektif untuk diterapkan guna mencapai tujuan partisipatif. 
Atas dasar intensitas perilaku pemimpin dalam mengarahkan maupun mendukung para 
anggotanya, Hersey dan Blanchard (dalam Thoha 1995 :  310-315) merumuskan empat gaya dasar 
kepemimpinan, yaitu : partisipasi, konsultasi, delegasi, dan instruksi seperti yang terlihat pada gambar 
2. 
Gambar 2. 
Gaya Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard 
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Sumber : Hersey dan Blanchard dalam Management of Organizational Behaviour Utilizing 
Human Resources diolah oleh Thoha (312-314). 
 
Seorang pemimpin dikatakan partisipatif, jika dia memberikan dukungan kepada para 
anggotanya dan sekaligus sangat sedikit memberikan pengarahan sebaliknya, dia dikatakan instruktif 
jika banyak memberikan pengarahan tetapi tidak pernah mendukung ide-ide bawahan. 
Pemimpin yang berhasil ialah orang yang mempertahankan angka ketepatan rata-rata yang 
tinggi di dalam menilai berbagai kekuatan yang menentukan perilaku, yang cocok pada waktu 





Sehubungan dengan hal tersebut, berhasil tidaknya peran seseorang  sebagai pemimpin akan 
sangat tergantung bukan hanya pada ketrampilannya melakukan kegiatan-kegiatan operasional akan 
tetapi akan dinilai juga terutama dari kemampuan pimpinan  dalam merumuskan semua kebutuhan 
dari anggota  yang di pimpinnya, dengan mengikutsertakan  anggotanya  dalam proses pengambilan 
keputusan, sehingga akan lebih menjamin bahwa masyarakat akan mempunyai rasa tanggung jawab 
yang lebih besar dalam pelaksanaan keputusan tersebut. 
Agar sasaran pembangunan dapat dicapai, maka seorang pemimpin tidak saja mampu 
mewujudkan partisipasi anggotanya, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan mengkoordinasikan 
segala usaha dan kebijakannya dibidang pembangunan, agar potensi dari pihak-pihak terkait dapat 
didayagunakan sehingga diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan pembangunan. 
Koordinasi juga diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai gerakan yang 
terorganisir. Dalam pandangan Siagian (1982 : 119), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari 
usaha bersama, untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama. 
 
Konsep Partisipasi kelompok sebagai anggota Masyarakat 
Partisipasi berasal dari baha latin : “pars” artinya bagian; dan “capare” artinya mengambil 
bagian atau dapat juga disebut peran serta atau keikutsertaan.  Dengan demikian maka secara 
sederhana partisipasi kelompok adalah peran serta atau keikutsertaan anggota kelompok masyarakat.  
Dalam teori sistim sosial, Adam Smith berpendapat (dalam Campbell terjemahan F. Budi Hardiman, 
1994 : 117) bahwa “setiap manusia ... jauh lebih dalam berkepentingan akan apa saja yang langsung 
menyangkut dirinya sendiri, dari pada akan apa yang menyangkut orang lain”. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang merupakan suatu insentif yang bersifat 
conditio sine qua non apabila kita menginginkan masyarakat mau berkorban untuk pembangunan. 
Akan tetapi, untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih 
merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan 
partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga 
membutuhkan insentif-insentif tersendiri. Tidak cukup kita mengatakan bahwa karena pembangunan 
itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. 
Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk 
kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat. Disamping itu, kemunculan 
partisipasi masyarakat dalam membangun berkatian pula dengan definisi yang kita gunakan dalam 
mengartikan konsep partisipasi. 
Secara harfiah, partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau dapat juga 
disebut sebagai keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan, atau peran serta aktif atau 
proaktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan 
dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya 
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(intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang 
bersangkutan. 
Hoofsteede (dalam Khairudin, 1992 : 124), memberi pengertian partisipasi adalah ambil bagian 
dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. 
Menurut Westra (1981 : 136),  partisipasi adalah   Penyertaan mental emosi seseorang dalam 
suatu situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan 
mereka bagai tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi 
tersebut. 
Dengan demikian, dapat dikemukakan yang dimaksud dengan pengertian partisipasi 
masyarakat adalah keterlibatan fisik, mental, dan emosi, yang timbul dari masyarakat untuk 
berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi  dan bertanggung jawab dalam 
pelaksanaannya. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan fungsionalisasi dari semua potensi 
yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada situasi dan kondisi yang 
kondusif, yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat atau anggota kelompok. 
Kesediaaan masyarakat desa untuk mengambil bagian penyelenggaraan suatu program pembangunan 
adalah merupakan indikasi adanya kemampuan awal dari masyarakat untuk berkembang secara 
mandiri. 
Selanjutnya menurut Ndraha (1982 : 26), di dalam partisipasi tercakup tiga hal penting yaitu : 
1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara 
pribadi/fisik di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. 
2. Kesediaan untuk memberi kontribusi, tergerak. Wujud kontribusi di dalam pembangunan 
ada bermacam-macam, misalnya : barang, uang, bahan-bahan jasa, buah pikiran, 
ketrampilan dan sebagainya. 
3. Kesediaan untuk turut bertanggung jawab, terbangkitkan. 
 
Selanjutnya dalam hubungannya dengan partisipasi Tjokroamidjojo (1983 : 207), mengatakan 
bahwa  “keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses 
penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah”. 
Kaho (1997 : 114), menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat 
jenjang, yaitu : 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; 2). Partisipasi dalam pelaksanaan; 
3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; 4). Partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. 
Davis (1962 : 42), mendefenisikan partisipasi sebagai berikut, “Participation is defined as 
mental and emotional involvement of person in agroup goals and share responsibility in them”.  
(partisipasi merupakan suatu dorongan mental dan emosi dari seseorang atau kelompok yang 
menggerakkan mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab). 
Sering pemerintah mengklaim telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat dalam setiap sektor 
sesuai fungsi pemerintah di bidang pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.  Tetapi pada kondisi 
tertentu masyarakat dengan berbagai macam alasan menggugat pemerintah karena dianggap tidak 
29 
 
aspiratif dan acomodatif dalam pelaksanaan pelbagai program kegiatan dan proyek pembangunan.  
Salah satu penyebabnya adalah partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan rencana, 
pelaksanaan, dan pengawasan maupun dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut.  
Berdasarkan sinyalamen tersebut maka Abullah (1997 : 16), berpendapat bahwa : 
Karena manusia juga merupakan sasaran pembangunan, maka manusia harus dilibatkan. 
Keterlibatan ini mulai dcari proses perencanaan sampai pada proses pelaksanaan. Keberhasilan 
pembangunan tidak hanya ditentukan oleh persoalan apakah pembangunan itu “bermanfaat” 
bagi masyarakat, tetapi juga apakah masyarakat dilibatkan dalam usaha peningkatan 
kesejahteraan (sosial, ekonomi, dan politik) terhadap diri mereka. 
 
Relevan dengan hal tersebut, maka Tjokroamidjojo (1995 : 222) menegaskan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan empat aspek yaitu : 
1. Arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat ; 
2. Perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-
organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan ; 
3. Kegiatan yang dilakukakn harus nyata dan konsisten dengan arah, strategi, dan rencana 
yang telah ditentukan ; 
4. Memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi 
menyangkut kesejahteraan mereka serta dalam memetik hasil program pembangunan. 
 
Secara umum konsep partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat 
dalam pembangunan khususnya dalam perencanaan pembangunan. Disisi lain konsep mengenai 
perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (decision 
making) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan. 
Joedono (dalam Tjokroamidjojo, 1985 : 208) mengemukakan bahwa : “masalah partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kesempatan untuk memproduksi dan 
menikmati pendapatan dari hasil produksi”. 
Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih 
efektif sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam 
pemecahan masalah (problem solving).  Sejalan dengan pemikiran tersebut Salusu, (1996 : 60) 
mengatakan bahwa : “yang dimaksud dengan pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu 
alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi”. 
Pentingnya partisipasi masyarakat dilaksanakan menurut pendapat Conyers (terjemahan Zainal, 
1991 : 154) didasarkan kepada ketiga alasan utama yaitu : 
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai 
kondisi, keutuhan dan sikap masyarakat setempat ; 
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan 
dalam proyek persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk 
beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut ; 
3. Adanya anggapan bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 




Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat tersebut, Maskun, (1994 : 43) menyatakan bahwa 
banyak sekali ditentukan oleh : 1). Kebutuhan masyarakat; 2). interes masyarakat; 3). adat istiadat; 
dan 4). Sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang, baik 
mental emosional maupun fisik dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk mendukung 
atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan 
tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengandung pengertian keterlibatan aktif 
masyarakat dalam suatu kegiatan bersama baik fisik, mental, maupun emosional, untuk mencapai 
tujuan kelompok atau komunitas masyarakat bersangkutan. 
Relefan dengan itu Siagian (1988 : 30) menegaskan bahwa, “partisipasi dari masyarakat luas 
mutlak diperlukan karena mareka itulah yang pada akhirnya melaksanakan pelbagai kegiatan dalam 





Kepemimpinan    ialah   kebolehan mempengaruhi    pengikut   dan   melibatkan 
penggunaan kuasa oleh pemimpin dan penerimaan pengikut. Kebolehan mempengaruhi pengikut 
berhubung kait dengan memenuhi keinginan kepuasan pengikut (Daft, 2004). 
Kewibawaan  yang  dimiliki  akan  membantu seseorang  pemimpin  itu  dalam  memimpin  
keluarga,  masyarakat,  dan  negara  dengan lebih   berkesan   dan   sempurna.   Sebagaimana   yang   
telah   ditegaskan,   kewibawaan merupakan  satu  asas  penting  yang  membolehkan  seseorang  
pemimpin  mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta memupuk motivasi ahli-ahli organisasi 
dalam melaksanakan  amanah yang diberikan.  
Kepemimpinan partisipasi berlaku bagi setiap pemimpin yang mau secara sadar turut 
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